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BAB VII

RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT

7.1. Syarat — syarat Umum

7.1.1. Pasal 1. Pemilik Bangunan, Direksi, dan Pemborong

1.

Bertindak sebagai pemilik bangunan (Bouwheer) atas pekerjaan ini
adalah Direktorat Teknik Bandara, Direktorat Jendral Perhubungan
Udara, Departemen perhubungan RI.

Dalam melaksanakan pekerjaan ini bertindak sebagai direksi
adalah pemimpin proyek pembangunan Bandara Babullah, Ternate.
Sedang dalam pengawasan pekerjaan lapangan sehari—hari adalah
petugas yang ditunjuk olehnya.

Pemborong atau perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk harus
berada di tempat pekerjaan dan berkewajiban mengatur supaya

pekerjaan berjalan lancar sesuai dengan kehendak Direksi.

7.1.2. Pasal 2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi : Ternate

Propinsi : Maluku Utara

7.1.3. Pasal 3. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang harus dikerjakan pihak kedua (pemborong) termasuk

penyediaan bahan-bahan perkakas, alat-alat bantu yang diperlukan

berikut ongkos—ongkos dan upah-upah kerja untuk pekerjaan

pembangunan Bandara Babullah, Ternate :

1.

Pekerjaan persiapan

2. Pekerjaan penggalian
3. Pekerjaan pengurukan
4.
5

. Pekerjaan pengaspalan

Pekerjaan perkerasan
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7.1.4. Pasal 4. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Pekerjaan dalam pasal 3 tersebut harus dapat diselesaikan dalam
waktu maksimum ..... atau ..... hari kalender dan apabila rekanan

menghendaki kurang dari yang ditentukan harus seijin pemilik/owner.

7.1.5. Pasal 5. Sumber Dana
1. Sumber dana berasal dari APBN 2005-2010
2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara

Fixed Price.

7.1.6. Pasal 6. Pelaksanaan Pelelangan
Pelelangan akan dilakukan sesuai Keputusan Presiden no. 29/1984

serta perubahan pada saat pelelangan.

7.17. Pasal 7. Syarat-syarat Peserta Lelang

1. Pemborong/rekanan yang mempunyai tanda lulus prakualifikasi
dari pemerintah yang sesuai dengan bidang kualifikasinya dan
tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu.
Mempunyai pengalaman kerja di bidang sejenis.
Mempunyai Surat ljin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

o &~ D

Disamping itu untuk memasukkan surat penawaran pemborong
harus melampirkan hal-hal sebagai berikut :

1) Neraca Perusahaan terakhir.

2) Susunan pemilik modal, susunan pengurus dan akte

pendiriannya.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4) Daftar Personalia dan Peralatan.

5) Daftar Harga Satuan dan Analisis.

6) Rencana waktu kerja (Time Schedule) yang dapat dituangkan

dalam Bartchart dan Network Planning.
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7) Foto copy Tanda Daftar Rekanan (TDR) yang masih berlaku
sesuai dengan bidang pekerjaan.

8) Jaminan Penawaran sebesar 1-3% dari harga penawaran
yangdikeluarkan oleh Bank Pemerintah/Swasta. Jaminan
Penawaran dikembalikan apabila sudah ada keputusan

pemenang, bagi yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.

7.1.8. Pasal 8. Syarat-syarat Kelengkapan Penawaran

1. Penawaran harus dilengkapi dengan surat jaminan penawaran
dalam bentuk jamianan bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum
(tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), atau jaminan dari
perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai program surety
bond.

2. Besarnya uang jaminan penawaran 1% sampai 3% harga
penawaran, dan berlaku 60 (enam puluh) hari kalender sejak
tanggal pembukaan penawaran dan dapat diperpanjang bila
diperlukan.

3. Jaminan Penawaran menjadi milik negara, apabila peserta

mengundurkan diri setelah memasukkan surat penawaran.

7.1.9. Pasal 9. Surat Penawaran dan Cara Penyampaiannya

Surat penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bea materai cukup, bertanggal, ditandatangani dan diajukan dalam
sampul tertutup.

2. Pada sampul hanya dicantumkan nama dan alamat kantor yang
mengadakan pelelangan.

3. Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan
huruf.

4. Sampul penawaran disediakan oleh panitia lelang yang berukuran
25 x 40 cm, tidak tembus pandang (cukup tebal) dan dilak pada

lima titik tanpa disertai dengan identitas penawar.
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Surat penawaran tidak sah apabila :

1) Tidak memenuhi ketentuan penawaran.

2) Surat penawaran dikirim kepada panitia atau pejabat yang
terkait dengan pekerjaan yang dilelang.

3) Disampaikan di luar batas waktu yang telah ditentukan.

4) Lampiran menurut pasal 7 ayat 5 tidak lengkap.

7.1.10. Pasal 10. Harga Penawaran

Harga penawaran di dalam nilai penawaran sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

7.1.11. Pasal 11. Pemberian Penjelasan

1.

Pemberian Penjelasan dilaksnakan pada hari, tanggal, jam dan
tempat yang telah ditentukan oleh panitia lelang.

Dalam rapat tersebut panitia lelang dibantu oleh Konsultan
Perencana dalam memberikan penjelasan-penjelasan termasuk
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekanan.

Pada waktu rapat penjelasan pekerjaan, peserta lelang dianggap
sudah memahami isi dokumen lelang. Bilamana terdapat keragu-
raguan atau sesuatu yang tidak jelas dapat diajukan pertanyaan
secara tertulis dan diserahkan pada panitia lelang pada waktu
penjelasan.

Setelah rapat penjelasan ini, tidak diadakan penjelasan-

penjelasan lagi.

7.1.12. Pasal 12. Pembukaan Surat Penawaran

1.

Pembukaan penawaran (pelelangan) telah ditentukan hari, jam
dan tempatnya oleh panitia lelang.

Pembukaan surat penawaran dilakukan apabila jumlah peserta
yang memasukkan penawaran tidak kurang dari 3 (tiga) penawar.
Apabila jumlah penawar kurang dari 3 (tiga) maka lelang
dinyatakan batal.

Pembukaan surat penawaran dilakukan oleh panitia dan

disaksikan oleh semua yang hadir. Panitia menyatakan dari semua
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surat penawaran yang telah disampaikan, mana yang sah dan

mana yang tidak sah.

7.1.13. Pasal 13. Penetapan Calon Pemenang Lelang

1.

Penilaian penawaran dilakukan dengan teknis terlebih dahulu.
Apabila sesuai dengan persyarat/spesifikasi teknis yang telah
ditentukan dalam dokumen lelang, maka penilaian dilanjutkan
dengan penilaian harga.

Panitia lelang menetapkan tiga calon pemenang dengan kriteria
sebagai berikut :

1) Perhitungan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

2) Penawaran harga yang terendah dan dapat dipertanggung
jawabkan.

3) Menguntungkan bagi negara setelah memperhatikan
keadaan kaeadaan umum, keadaan pasar yang
mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang.

Calon pemenang harus ditetapkan selambat-lambatnya tujuh hari
sesudah surat penawaran.

Setelah calon pemenang ditetapkan, panitia lelang membuat berita
acara hasil lelang untuk pertimbangan pejabat yang berwenang

dalam memutuskan pemenangnya.

7.1.14. Pasal 14. Pengumuman Pemenang

Penetapan pemenang lelang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang

berwenang dan kemudian diumumkan secara luas.

7.1.15. Pasal 15. Pelelangan Ulang

1.

Suatu pelelangan mengalami kegagalan apabila :
1) Pemborong/rekanan yang memasukkan surat penawaran
yang sah kurang dari tiga.
2) Dilampauinya harga standar.
3) Dana yang tersedia tidak mencukupi.

4) Sanggahan dari rekanan benar.
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5) Berhubung dengan berbagai hal tidak memungkinkan

mengadakan penetapan pemenang.

2. Dalam hal kegagalan lelang yang disebabkan rekanan/pemenang

pertama yang ditunjuk mengundurkan diri dan pemenang kedua

tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana, maka panitia lelang

mengadakan lelang ulang.

7.2. Syarat-Syarat Administrasi

7.2.1. Pasal 1. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak

Kontraktor yang menang dalam pelelangan harus menandatangani

surat perjanjian borongan bersama pemberi tugas sebagai dasar yang

kuat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
7.2.2. Pasal 2. Dokumen Kontrak

1. Dokumen Kontrak terdiri dari surat perjanjian borongan yang

berisi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Satu set gambar bestek.

Berita acara penjelasan pekerjaan.

Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya.
Berita acara hasil lelang.

Surat usulan calon pemenang lelang.

Surat keputusan pemenang lelang.

Berita acara pengumuman pemenang lelang.

Surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan.

10) Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Semua biaya materai untuk surat perjanjin ini menjadi

tanggungan Kontraktor.

7.2.3. Pasal 3. Jaminan Pelaksanaan

1. Untuk menjamin pelaksanaan kontrak ini, Kontraktor wajib

menyampaikan jaminan pelaksanaan bernilai sebesar 10% dari

harga kontrak,yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk

Bank

Perkreditan Rakyat) atau perusahaan asuransi yang



101

mempunyai surety bond, selambat-lambatnya pada saat
penandatanganan kontrak, dengan masa berlaku sampai
berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

2. Apabila Kontrktor gagal melaksanakan kontrak, maka jaminan
pelaksanaan menjadi milik negara.

3. Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh pemberi tugas
kepada Kontraktor setelah selesainya pekerjaan.

7.2.4. Pasal 4. Pembayaran

1. Pemberi tugas akan membayar uang muka sebesar 20% dari harga
kontrak, yang akan dibayarkan setelah kontraktor menyerahkan
surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum
(tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan
asuransi yang mempunyai surety bond yang jumlahnya sama
dengan jumlah uang muka yang akan dibayar oleh pemberi tugas.

2. Uang muka akan diperhitungan secara berangsur-angsur merata
sesuai dengan tahap-tahap pembayaran selanjutnya beserta
persyaratan-persyaratannya sesuai dengan prestasi fisik yang telah
dilaksanakan oleh Kontraktor dengan ketentuan uang muka
tersebut telah lunas selambat-lambatnya pada saat pekerjaan
mencapai 100%

3. Pembayaran selanjutnya akan diperhitungkan secara bertahap
sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan
dan bila realisasi fisik mencapai 100% dibayarkan 95% dari harga
kontrak, sedangkan yang 5% dibayarkan setelah Kontraktor
selesai melaksanakan masa jaminan pemeliharaan dengan baik.

1) Pembayaran pertama
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga borongan
dikurangi angsuran pengembalian uang muka menjadi
25% - (25% x 20%) = 20% (dua puluh persen),
dibayarkan setelah pekerjaan yang dilaksanakan mencapai

prestasi 25% (dua puluh lima persen).
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3)

4)

5)

102

Pembayaran kedua

Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga borongan
dikurangi angsuran pengembalian uang muka menjadi
25% - (25% x 20%) = 20% (dua puluh persen),
dibayarkan setelah pekerjaan yang dilaksanakan mencapai
prestasi 50% (lima puluh persen).

Pembayaran ketiga

Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga borongan
dikurangi angsuran pengembalian uang muka menjadi
25% - (25% x 20%) = 20% (dua puluh persen),
dibayarkan setelah pekerjaan yang dilaksanakan mencapai
prestasi 75% (tujuh puluh lima persen).

Pembayaran ketiga

Sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga borongan
dikurangi angsuran pengembalian uang muka menjadi
20% - (25% x 20%) = 15% (lima belas persen),
dibayarkan setelah pekerjaan yang dilaksanakan mencapai
prestasi 100% (seratus persen).

Pembayaran kelima

Sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan, dibayarkan

setelah masa pemeliharaan selesai.

7.2.5. Pasal 5. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan pekerjaan dari pemborong kepada pemimpin proyek

dilakukan dalam dua tahap :

1.

direksi.

Tahap pertama pada saat pekerjaan telah mencapai penyelesaian
fisik 100%.
Tahap kedua pada saat masa pemeliharaan telah selesai dan

kondisi fisik pekerjaan dapat diterim oleh pengawas proyek atau

Penyerahan pekerjaan tahap pertama maupun tahap kedua dinyatakan

dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemborong dan
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pemimpin proyek. Sebelum penyerahan pekerjaan, pemborong harus

menyerahkan gambar revisi atau As Built Drawing kepada Direksi.

7.2.6. Pasal 6. Masa Pemeliharaan

1.

Setelah  selesainya  pelaksanaan  pekerjaan,  kontraktor
berkewajiban  untuk memelihara pekerjaan yang telah
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut ditemukan
kekurangan atau kerusakan terhadap pekerjaan yang telah
dilaksanakan yang bukan disebabkan oleh kesalahan pemberi
tugas, maka Kontraktor wajib memperbaiki dan menyempurnakan
atas biaya kontraktor itu sendiri.

Apabila Kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya untuk
melakukan perbaikan/penyempurnaan, maka sisa pembayaran
sebanyak 5% sebagai jaminan pemeliharaan tidak akan

dibayarkan kepada Kontraktor dan menjadi milik Negara.

7.2.7. Pasal 7. Denda dan Sanksi

1.

2.

Apabila Pemborong tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan
atau tidak dapat melakukan serah terima sebagaimana ditetapkan
dalam surat perjanjian, maka Pemborong dikenakan denda atas
keterlambatan sebesar minimum 0,25% setiap minggu berlaku 60
(enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.
Jumlah denda ini paling tinggi ditetapkan sebesar 5% dari nilai
harga borongan.
Denda tersebut tidak dikenakan apabila :
1) Keterlambatan yang disebabkan oleh Force Majeur.
2)Hal-hal lain yang disebabkan diluar kemampuan
pemborong sehingga tidak dapat menunaikan tugasnya
yang dibuktikan secara tertulis dan disahkan oleh
Pengawas/Direksi.
Pemimpin proyek berhak membatalkan surat perjanjian secara

sepihak bila :
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1) Pemborong tidak memenuhi perjanjian pemborongan dan
tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah
diberikan oleh Pemimpin proyek sebanyak tiga kali secara
tertulis.

2) Pemimpin proyek berkeyakinan bahwa Pemborong yang
bersangkutan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya
sesuai waktu yang ditetapkan dalam syarat perjanjian.

3) Pihak Pemborong telah menyerahkan atau memborongkan
sebagian atau seluruh pekerjaan pada pihak ketiga tanpa seijin
atau sepengetahuan pemimpin proyek.

5. Jika terjadi pembatalan surat perjanjian, untuk melaksanakan
pekerjaan yang belum diselesaikan, pemimpin proyek dapat
menyelesaikan sendiri atau menunjuk pihak ketiga.

6. Kerugian yang timbul akibat pembatalan surat perjanjian
dibebankan kepada pemborong antara lain :

1) Biaya yang dikeluarkan oleh Pemimpin proyek untuk
menunjuk pihak ketiga yang diserahi untuk menyelesaikan
pekerjaan baik secara penunjukan langsung atau mengadakan
pelelangan.

2) Biaya sesungguhnya yang dikeluarkan untuk melanjutkan sisa
pekerjaan yang belum dilaksanakan dikurangi dengan nilai
kontrak yang telah dapat dilaksanakan oleh pemborong.

7.2.8. Pasal 8. Kenaikan Harga

Apabila terjadi kenaikan harga dalam masa pekerjaan, maka

Kontraktor harus segera melaporkan kepada pemberi tugas, sehingga

bisa diadakan peninjauan proyek kembali.

7.2.9. Pasal 9. Force Majeur

1. Yang dimaksudkan dengan Force Majeur adalah suatu peristiwa
atau keadaan yang disebabkan antara lain gempa bumi, bencana
alam, huru-hara akibat perubahan politik pemerintahan yang

menyebabkan kegoncangan ekonomi.
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2. Kontraktor berkewajiban ntuk memberitahukan secara tertulis
kepada pemberi tugas dalam jangka waktu empat belas hari
setelah terjadinya kejadian-kejadian tersebut diatas, mengenai saat
terjadinya dan berikutnya akibat atas peristiwa tersebut.

3. Jika batas waktu tersebut dilampaui, maka keadaan tersebut
dianggap bukan Force Majeur.

7.2.10. Pasal 10. Penyerahan Pekerjaan Pada Sub Kontraktor
Pemborong yang mendapatkan pekerjaan ini  diperbolehkan
menyerahkan kepada pihak lain (sub kontraktor) untuk pekerjaan-
pekerjaan tertentu.

7.2.11. Pasal 11. Permulaan Pekerjaan
1. Pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

tanggal berlakunya Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan
(Gunning) kerja tersebut harus disetujui oleh Konsultan pengawas
dan Pemimpin proyek sebelum pekerajaan dimulai.

2. Pemborong diwajibkan memberitahukan secara tertulis sewaktu
akan melakukan pekerjaan, yang disampaikan kepada Pemimpin
proyek.

7.2.12. Pasal 12. Wakil Pemborong/Pelaksanaan
1. Pemborong harus menunjukkan dan menempatkan petugas yang

berkuasa penuh sebagai wakil pemborong dan mampu untuk
memimpin pelaksanaan pekerjaan.

2. Bila ternyata petugas pada ayat 1 diatas tidak cakap dalam
melakukan tugasnya, maka pengawas proyek berhak mengajukan
permohonan agar petugas diganti. Dalam hal ini pemborong harus
segera menenuhinya.

3. Baik penunjukan maupun penggantian petugas harus segera
diberitahukan kepada pengawas proyek secara tertulis.

7.2.13. Pasal 13. Program Kerja
1. Setelah tujuh hari dari Surat Perintah Kerja (SPK) diberikan,

Pemborong harus menyusun detail dari rencana kerja (Time
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Schedule) yang meliputi semua pekerjaan yang akan
dilaksanakan.

2. Apabila Pemborong tidak segera memulai pekerjaan, yang akan
mengakibatkan  kemacetan  pekerjaan  karena  kesalahan
Pemborong, Pemimpin proyek berhak untuk membatalkan
pekerjaan.

3. Rencana kerja tersebut harus disetujui oleh Konsultan pengawas
dan pemimpin proyek sebelum pekerjaan dimulai.

4. Pemborong diwajibkan memberitahukan secara tertulis sewaktu
akan melakukan pekerjaan yang disampaikan kepada Pemimpin
proyek.

7.2.14. Pasal 14. Laporan dan Instruksi/Dokumentasi

1. Pemborong harus menyediakan buku harian guna menulis
petunjuk-petunjuk dari Pemimpin proyek atau Pengawas.

2. Pemborong harus membuat laporan harian dengan bentuk yang
telah disediakan oleh direksi. Disamping harus membuat laporan
harian, Pemborong harus menyediakan buku tamu, buku
pengawasan dan buku material.

3. Setiap satu minggu sekali selama pekerjaan berlangsung
Pemborong harus membuat laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada Pemimpin proyek yang diketahui olen Konsultan
pengawas.

4. Selain waktu penyelenggaraan pekerjaan Pemborong harus
mengambil foto tiap bagian pekerjaan :

1) Pada waktu sebulan pekerjaan dimulai.

2) Pada waktu mengajukan tagihan untuk pekerjaan yang
ditagih.

3) Pada waktu pekerjaan telah selesai.

4) Foto dibuat menurut ukuran kartu pos dan masing-masing

pengambilan gambar dibuat sebanyak lima lembar.
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5) Pengambilan foto pada butir 1), 2), dan 3) dilakukan pada

tempat yang sama.

7.2.15. Pasal 15. Keselamatan Kerja

1.

4.

Dalam melaksanakan pekerjaan, Pemborong harus
mengutamakan keselamatan kerja.

Pemborong harus menyediakan Perlengkapan untuk Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) di tempat pekerjaan.

Apabila terjadi kecelakaan, Pemborong harus secepat mungkin
mengambil tindakan bagi keselamatan korban dan segera
memberitahukan kepada Pemimpin proyek.

Pemborong wajib mengasuransikan tenaga kerja ke Perum Astek.

7.2.16. Pasal 16. Keamanan Lapangan Pekerjaan

1.

Pemborong harus mengadakan penjagaan terhadap barang-barang
milik Pemborong sendiri sehingga keamanannya terjamin.

Untuk penjagaan yang berhubungan dengan keamanan
lingkungan, Pemborong harus menyediakan tenaga Yyang

dimaksud untuk bertugas selama pekerjaan berlangsung.

7.2.17. Pasal 17. Kerjasama dengan Pengusaha Golongan Ekonomi

Lemah

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Kontraktor wajib
bekerjasama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Bagi pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama dengan
pengusaha golongan ekonomi lemah tersebut, harus terlebih

dahulu dibicarakan dengan Pemberi tugas.

7.2.18. Pasal 18. Penggunaan Bahan-Bahan Bangunan

1.

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pemborong diwajibkan untuk
mengutamakan penggunaan bahan-bahan produksi dalam negeri.

Seluruh bahan bangunan yang akan digunakan dalam pekerjaan
ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengawas dan

harus berkualitas baik.
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3. Seluruh bahan bangunan yang telah dinyatakan tidak dapat
dipakai atau ditolak oleh Direksi/Pengawas lapangan harus segera
disingkirkan dari lokasi pekerjaan dalam waktu 24 jam dan ini
menjadi resiko Pemborong.

4. Pemborong bertanggung jawab penuh atas bahan dan alat kerja
yang disimpan dalam gudang dan lokasi pekerjaan. Bila terjadi
kebakaran atau pencurian, Pemborong harus  segera
mendatangkan gantinya demi kelancaran pekerjaan.

5. Segala resiko kemungkinan kehilangan dan kebakaran yang
menimbulkan kerugian, baik dalam pelaksanaan pekerjaan
maupun pada lingkungan sekitarnya, sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemborong.

7.3. Syarat-Syarat Teknis
7.3.1. Pasal 1. Penjelasan Umum

1. Tata laksana penyelenggaraan pekerjaan pembangunan Bandar
Udara Babullah Ternate ini telah diatur dalam ketentuan umum.
Sedangkan bentuk pekerjaan dibawah ini harus dilaksanakan
menurut gambar-gambar bentuk terlampir dalam RKS ini semua
syarat-syarat, ketentuan dan cara yang disebutkan dalam rencana
pekerjaan ini dan penjelasan-penjelasan serta segala petunjuk
tambahan yang dicatat atau dimuat dalam Berita Acara Pemberian
Penjelasan serta segala petunjuk dan perintah dari Direksi atau
Direksi Lapangan selama pekerjaan berlangsung.

2. Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pekerjaan fisik seperti
tersebut dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, termasuk mendatangkan dan
mengerjakan semua bahan bangunan yang diperlukan,
mendatangkan alat-alat bantu kerja, perkakas dan pengerahan
tenaga kerja.

3. Disamping itu, Pemborong harus mengadakan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan secara tetap dan membuat segala persiapan

serta keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk melaksanakan
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pekerjaan ini, sehingga pekerjaan dapat diselenggarakan dengan
tepat, baik tepat waktu maupun mutu yang sempurna sesuai
dengan KRS dan gambar bestek.

Pekerjaan yang harus diserahkan oleh Pemborong kepada
Pemberi Tugas dalam keadaan selesai seluruhnya dan lengkap
sesuai dengan gambar, RKS dan Berita Acara Pemberian

Penjelasan.

7.3.2. Pasal 2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini adalah Bandar Udara Babullah Ternate

7.3.3. Pasal 3. Ukuran Tinggi Duga (peil) dan Pengukuran

1.

Ukuran serta ketentuan tinggi duga (peil) akan ditentukan
bersama-sama oleh Perencana, Direksi dan Pemborong.
Pematokan untuk lokasi pembangunan harus disesuaikan dengan
keadaan yang telah ada, sehingga didapat gambaran yang jelas
dengan ketentuan yang mengikat adalah gambar bestek.
Pengukuran dan pematokan harus dilaksanakan dengan alat ukur
waterpass, theodolith dan lain-lain yang memungkinkan
terjadinya kesalahan sangat kecil.

Kontraktor ~ wajib menyediakan alat-alat ukur dengan
perlengkapannya serta juru ukur/surveyor yang diperlukan oleh
Direksi untuk pengecekan hasil ukur.

Bila terdapat tanda atau kode yang rusak harus segera diganti
yang baru setelah mendaptkan persetujuan Direksi.

Pada keadaan dimana terjadi penyimpangan gambar rencana,
maka kontraktor harus mengajukan 3 (tiga) gambar penampang

daerah yang dipatok itu untuk mendapatkan persetujuan Direksi.

7.3.4. Pasal 4. Tempat Kerja

1.

2.

Tempat pekerjaan diserahkan kepada Pemborong dalam keadaan
seperti pada waktu pemberian penjelasan.
Bila diperlukan tempat kerja lain yang terletak diluar daerah yang

disediakan Direksi, Kontraktor harus menyelesaikan biaya sewa
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atau ganti rugi dan biaya lainnya tanpa membebani Direksi
dengan biaya tambahan.

3. Kontraktor harus mengusahakan tempat, mengaturnya dan bila
perlu membayar sewa atau ganti rugi untuk penggunaan,
pemakaian tanah guna penempatan peralatan, penempatan
gudang, kantor dan keperluan lain yang perlu untuk melaksanakan
ijin persetujuan Direksi.

4. Kontraktor harus segera memasang papan nama proyek di tempat
pekerjaan yang ukuran dan isinya ditentukan kemudian.
Pelaksanaan pemasangan papan nama proyek ini diusahakan
sedini mungkin sebelum pekerjaan fisik proyek dimulai dan
dipasang pada tempat yang mudah dilihat atau sesuai petunjuk
yang diberikan oleh Direksi.

5. Pada akhir pekerjaan atau sebelumnya sesuai petunjuk
Direksi,Kontraktor harus membongkar, memindahkan alat-alat
konstruksi penolong atau bentuk-bentuk lain yang sudah tidak
digunakan lagi agar tempat kerja bersih kembali. Pembiayaan hal-
hal tersebut diadakan sendiri, tapi sudah digabung dalam Rencana
Anggaran Biaya.

7.3.5. Pasal 5. Kantor Direksi, Gudang dan Los-Los Kerja

1. Kontraktor harus menyediakan tempat selama berlangsungnya
pekerjaan yang mendapat persetujuan Direksi berupa kantor
Direksi dan perlengkapannya (meja, kursi, meja gambar, papan
tulis/white board, soft board untuk meletakkan gambar-gambar,
almari, alat-alat tulis, obat-obatan dan sebagainya).

2. Kontraktor harus menyediakan gudang (los bahan dan alat) untuk
menyimpan material dan peralatan yang cukup memenuhi syarat
agar material dan peralatan yang tersimpan tidak lekas rusak dan

dilengkapi alat-alat pemadam kebakaran.
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Kontraktor harus menyediakan los-los kerja untuk para pekerja
yang dilengkapi obat-obatan serta memenuhi syarat kesehatan dan
keselamatan.

Kontraktor harus melakukan penjagaan keamanan proyek, baik
personal maupun material dan peralatan selama proyek

berlangsung.

7.3.6. Pasal 6. Peralatan

1.

Kontraktor harus mengajukan daftar rinci tentang peralatan yang
akan digunakan disertai data kemampuan alat-alat tersebut.
Kontraktor wajib mendatangkan peralatan tersebut tepat
waktunya.

Kerusakan peralatan tersebut harus segera diperbaiki, diganti dan

tidak dapat dipakai sebagai alasan keterlambatan pekerjaan.

7.3.7. Pasal 7. Pembersihan dan Pembongkaran

1.

Kecuali ditentukan lain, seluruh pohon, semak dan akar pohon di
dalam daerah batas pekerjaan termasuk juga pohon-pohon di luar
batas yang diperkirakan dapat mengganggu pelaksanaan
pekerjaan haru dibersihkan.

Seluruh batang pohon, akar dan sebagainya harus dibongkar pada
kedalaman sekurang-kurangnya 30 cm di bawah permukaan tanah
asli atau permukaan akhir.

Dalam melakukan penebangan serta pembersihan,Kontraktor
harus bertindak hati-hati agar tidak merusak patok-patok
pengukuran, patok instalasi pelayanan umum dan tanda-tanda
lainnya.

Pohon dan semak yang telah ditebang harus segera disingkirkan

dari lapangan kerja sehingga tidak mengganggu daerah kerja.

7.3.8. Pasal 8. Galian Tanah

1.

Galian tanah biasa terdiri dari semua galian yang tidak

diklasifikasikan sebagai galian batu.
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. Galian batu akan terdiri dari galian batu bulat besar yang
mempunyai volume 1,0 m® atau lebih besar dari semua batu atau
bahan keras lainnya, yang oleh Direksi dianggap kurang praktis
untuk penggalian tanpa menggunakan alat bertekanan udara.
Peledakan tidak diperkenakan.

. Selama pekerjaan galian, harus dipertahankan lereng galian
sementara yang mantap sepanjang waktu yang mampu menunjang
pekerjaan struktur atau mesin. Turap atau struktur penahan tanah
lainnya harus dipasang bila permukaan galian yang menunjang
struktur menjadi kurang stabil atau rusak oleh pekerjaan galian.

. Semua galian harus dipelihara agar bebas dari air. Pemborong
harus menyediakan semua bahan, peralatan dan tenaga kerja yang
diperlukan untuk pengeringan atau pemompaan, penggalian
saluran air dan pembangunan saluran sementara. Pompa harus
selalu disiapkan di tempat kerja untuk menjamin tidak adanya
gangguan dalam kontinuitas prosedur pengeringan.

. Galian harus dilaksanakan sampai kelandaian garis dan ketinggian
dalam gambar atau diperintahkan oleh Direksi dan harus meliputi
semua pembuangan bahan yang ditemukan.

Pekerjaan galian harus dilaksanakan dengan gangguan seminimal
mungkin di atas atau di bawah batas galian.

. Tanah galian yang mengandung bahan organik tinggi, tanah
gambut, sejumlah besar akar, bahan-bahan tumbuhan lainnya atau
lapisan tanah komprehensif yang menurut pendapat Direksi dapat
mengganggu pemadatan bahan-bahan yang dihampar diatasnya
mengakibatkan penurunan atau kegagalan yang tidak diinginkan,
digolongkan sebagai bahan yang tidak memenuhi syarat dan
digunakan sebagai bahan timbunan dan harus dibuang dari daerah
pekerjaan.

Pemborong bertanggungjawab atas semua pengaturan dan

pembiayaan untuk pembuangan bahan-bahan yang berlebihan
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atau tidak memenuhi syarat termasuk pengangkutan dan
pengurusan ijin.
7.3.9. Pasal 9. Timbunan Tanah
1. Syarat-syarat pelaksanaan

a. Pemborong harus mengajukan syarat-syarat berikut ini
kepada Direksi sebelum suatu persetujuan untuk memulai
pekerjaan dapat diberikan :

4 Gambar penampang melintang terinci  yang
menunjukkan permukaan yang dipersiapkan dimana
timbunan akan ditempatkan.

# Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan
pemadatan yang memadai dari permukaan yang
dipersiapkan dimana timbunan itu akan ditempatkan.

« Bila diperlukan digunakan Pasal 10.a di bawah.

b. Kontraktor harus mengajukan  syarat-syarat berikut
kepada Direksi, sekurang-kurangnyal4 (empat belas) hari
sebelum pelaksanaan pekerjaan timbunan untuk diusulkan
digunakan sebagai bahan timbunan.

* Dua contoh masing-masing seberat 50 kg. Salah satu
ditangani oleh engineer untuk rujukan selama periode
kontrak.

# Suatu pernyataan tentang massa dan komposisi tiap
bahan yang diusulkan untuk digunakan sebagai
timbunan bersama data pengujian laboratorium yang
membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut telah
memenuhi syarat.

c. Kontraktor harus mengajukan syarat-syarat berikut ini
secara tertulis kepada Direksi, segera setelah
menyelesaikan setiap bagian pekerjaan dan sebelum setiap
persetujuan yang diberikan untuk penempatan bahan-

bahan lain diatas timbunan :
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# Hasil pengujian kepadatan tanah.

# Hasil pengujian permukaan tanah dan data
pengukuran yang membuktikan permukaan berada
dalam toleransi yang dibutuhkan.

2. Kondisi tempat kerja

a. Kontraktor harus menjamin bahwa pekerjaan harus selalu
kering sebelum dan selama pekerjaan penempatan dan
pemadatan. Selama pembangunan tanah harus mempunyai
kemiringan yang cukup untukmenunjang drainase dari
aliran hujan dan pekerjaan yang diselesaikan harus
mempunyai drainase yang baik dan harus dikeluarkan ke
dalam sistem drainase permanen.

b. Kontraktor harus menjamin persediaan air yang cukup di
tempat kerja untuk mengendalikan kelembaman timbunan
selama pelaksanaan pekerjaan.

3. Pembentulan pekerjaan kurang memuaskan :

a. Timbunan akhir yang tidak sesuai dengan penampang
melintang yang ditentukan harus diperbaiki dengan
menggaruk permukaan tersbut dan membuang atau
menambah bahan-bahan yang diperlukan, dilanjutkan
dengan pembentukan dan pemadatan kembali.

b. Timbunan yang terlalu kering untuk pemadatan dalam
batas kadar air yang ditetapkan oleh Direksi, harus
dikoreksi dengan menggaruk bahan-bahan tersebut,
kemudian dilanjutkan dengan penyiraman air secukupnya
dan mencampur secara keseluruhan dengan mesin perata
(grader) atau peralatan lain sesuai persetujuan Direksi.

c. Timbunan yang terlalu basah untuk pemadatan, seperti
yang telah ditentukan oleh batas kadar air yang ditentukan
atau sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, jika

pengeringan yang cukup tidak tercapai, Direksi dapat
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memerintahkan bahan-bahan tersebut dikeluarkan dari
pekerjaan dan diganti dengan bahan-bahan Kkering yang
memadai.

d. Timbunan yang menjadi jenuh karena hujan atau banjir,
setelah dipadatkan secara memuaskan sesuai dengan
spesifikasi yang disepakati, tidak perlu dilakukan
pekerjaan perbaikan asal sifat-sifat bahan dan kerataan
permukaan masih memenuhi persyaratan dan spesifikasi
ini.

e. Perbaikan timbunan yang tidak memenuhi persyaratan
sifat dan kepadatan bahan-bahan dari spesifikasi oleh
Direksi dan dapat meliputi pemadatan tambahan,
penggarukan kemudian dilanjutkan dengan kadar air dan
pemadatan kembali atau pembuangan dan penggantian
bahan-bahan.

f. Perbaikan timbunan yang rusak oleh erosi atau banjir atau
menjadi lunak setelah pekerjaan diselesaikan dan disetujui
oleh Direksi.

4. Pemulihan pekerjaan setelah pengujian :
Semua lubang pekerjaan akhir yang hasil pengujian kepadatan atau
yang lainnya harus ditimbun kembali oleh Kontraktor tanpa
penundaan sampai persyaratan toleransi persyaratan toleransi
permukaan dan kepadatan dari spesifikasi ini.

5. Pembatasan cuaca
Timbunan tidak ditempatkan atau dipadatkan pada saat turun hujan
dan tidak ada pemadatan yang boleh dilakukan setelah hujan atau
sebaliknya bila kadar air bahan-bahan berada di luar batas yang
ditentukan Direksi.

6. Bahan-bahan :

a. Sumber bahan
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b. Bahan-bahan timbunan harus dipilih dari sumber yang
disetujui Direksi

c. Tanah yang bersifat mengembang/meretak sangat tinggi yang
mempunyai nilai aktivitas > 1,25 atau derajat pengembangan
yang digolongkan sangat tinggi atau ekstrategi oleh AASHO —
T258 tidak akan digunakan sebagai bahan timbunan.

d. Bahan-bahan timbunan tidak boleh digunakan sebagai
timbunan kembali pada lapisan 300 mm lansung di bawah
tanah dasar perkerasan atau yang tidak ada batu dengan satu
ukuran yang melebihi 100 mm termasuk dalam timbunan
demikian.

7. Penempatan dan pemadatan timbunan

a. Sebelum menempatkan timbunan pada suatu daerah, maka
semua operasi pembersihan dan pembongkaran harus sudah
selesai. Seluruh area harus diratakan secukupnya sebelum
penimbunan dimulai.

b. Timbunan harus ditempatkan pada permukaan yang disiapkan
dan disebarkan merata bila dipadatkan akan memenubhi
toleransi ketebalan lapisan, dimana lebih dari 1 lapisan yang
ditempatkan, maka lapisan tersebut harus sedapat mungkin
sama tebalnya.

c. Timbunan tanah yang harus dipindahkan segera dari daerah
galian tambahan ke permukaan yang dipersiapkan dalam
keadaan cuaca kering, penumpukan tanah timbunan tidak
diijinkan selama musim hujan kecuali dengan ijin tertulis dari
Direksi.

d. Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan,
maka setiap lapisan harus dipadatkan secara menyeluruh
dengan alat pemadat yang cocok serta layak dan disetujui
Direksi sampai kepadatan yang memenuhi persyaratan yang

telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat 9 di bawah.
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e. Pemadatan tanah dilakukan selapis demi selapis dengan
ketebalan lapis maksimum 15 c¢cm yang didapat dari mesin
gilas paling sedikit berat 20 ton dan dilakukan berkali-kali
sampai Direksi menyatakan telah padat.

f. Pemadatan tanah timbunan akan dilakukan hanya bila kadar
air bahan-bahan berada dalam batas antara 3% kurang
daripada kadar air maksimum sampai 1% lebih daripada kadar
air optimum.

g. Setiap lapisan timbunan yang ditempatkan harus dipadatkan
sebagaimana ditentukan, diujiuntuk kepadatan dan diterima
oleh Direksi sebelum lapisan berikutnya ditempatkan.

8. Jaminan kualitas :

a. Perawatan kualitas bahan

& Jumlah data penunjang untuk hasil pengujian yang
diperlukan untuk persetujuan awal kualitas bahan-
bahan, harus diarahkan oleh Direksi, tetapi harus
termasuk semua pengujian yang relevan sekurang-
kurangnya 3 contoh yang mewakili sumber bahan
yang diajukan yang terpilih untuk mewakili
serangkaian kualitas bahan yang akan diperoleh dari
sumber tersebut.

# Suatu program rutin pengujian pengawasan mutu
bahan harus dilaksanakan untuk mengendalikan
keanekaragaman bahan yang dibawa ke tempat
pengujian tersebut harus diarahkan oleh Direksi,
tetapi untuk setiap 100 m® timbunan dari setiap
sumber sekurang-kurangnya 1 penentuan aktivitas uji.

b. Persyaratan pemadatan untuk timbunan tanah

# Lapisan yang lebih besar dari 300 mm dibawah
ketinggian tanah dasar, harus dipadatkan sampai 90%

dari standar maksimum kepadatan kering yang



118

ditentukan sesuai dengan AASHO-T99 untuk tanah
yang mengandung lebih dari 10% bahan-bahan yang
tertahan pada ayakan % inchi.

# Lapisan 300 mmatau kurang dibawah Kketinggian
tanah dasar harus dipadatkan sampai 100% dari
kepadatan kering maksimum yang ditentukan
AASHO-T99.

4 Pengujian kepadatan harus dibuat pada setiap lapisan
timbunan yang dipadatkan sesuai dengan AASHO-
T191 dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan
bahwa kepadatan kurang dari yang disyaratkan, maka
kontraktor harus membetulkan sesuai dengan Pasal
10.4 diatas.

c. Kiriteria pemadatan untuk timbunan batuan

« Dilakukan dengan mesin gilas atau mesin pemadat
bergetar atau sebuah traktor beroda rantai yang
berbobot sekurang-kurangnya 20 ton.

# Dilakukan dalam arah memanjang sepanjang
timbunan, dimulai dari tepi terluar dan dilanjutkan
menuju ke arah sumbu dan harus diteruskan sampai
tak ada gerakan yang nampak di bawah peralatan
tersebut.

@ Setiap lapisan harus terdiri dari batuan yang
bergradasi cukup baik, semua rongga permukaan
harus terisi dengan pecahan kecil sebelum lapisan
berikutnya dituangkan. Ukuran batuan yang
digunakan tidak boleh melebihi 100 mm.

d. Pecobaan pemadatan

# Kontraktor harus bertanggung jawab untuk pemilihan

peralatan dan metode untuk mencapai tingkat

pemadatan yang ditentukan.
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# Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan
jumlah lintasan pemadatan kadar air harus diubah-
ubah sampai kepadatan yang ditentukan tercapai.Hasil
pecobaan ini kemudian digunakan untuk menentukan
jumlah lintasan yang disyaratkan, jenis alat pemadat

dan kadar air untuk semua pemadatan selanjutnya.

7.3.10. Pasal 10. Pekerjaan Struktur Landasan Pacu

1. Sub Base Course

Sub base course adalah bagian dari struktur perkerasan
yang terletak di antara sub grade dengan tebal dan lebar
sesuai perencanaan.

Material yang digunakan harus memenuhi persyaratan sirtu
kelas B

ASTM Standart Sieve | Prosentase Berat yang Lolos

o

15” -100

1”7 -85

Ya” -80

3/8” -70

No. 4 -60

No.10 -50

No. 40 -30

No. 200 -15

Seluruh material harus bersih dari kotoran organic dan
mineral.

Pencampuran bahan dilakukan dengan pencampuran
setempat atau mixed on place dan kemudian tiap lapisan

dipadatkan dengan tebal kurang dari 5 cm setelah jadi.
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Pemadatan material harus mencapai 95% dengan nilai CBR

sebesar 50% dari uji laboratorium seperti yang disyaratkan
AASTHO-T180, metode D.

Base course adalah lapisan perkerasan yang terletak di

antara lapisan sub base dan lapisan penutup dengan tebal

dan sesuai dengan perencanaan.

Material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan

sirtu kelas A seperti di bawah ini :

ASTM Standart Sieve | Prosentase Berat yang Lolos
27 100

1,57 70-100

1”7 55-85

Ya” 50-80

3/8” 40-70

No. 4 30-60

No. 10 20-50

No. 40 10-30

No.100 5-15

Agregat Base Course harus memenuhi persyaratan di

bawah ini :

1. Kekerasan (roughness ASTM-D3) minimum 6%

2. Kehilangan berat dengan percobaan sodium sulfat
(AASHO-T104) maksimum 10%

3. Kehilangan berat dengan percobaan soundness test
(AASHO-T104) maksimum 12%

4. Kehilangan berat akibat abrasi sesudah 100 putaran
(AASHO-T96) maksimum 10%

5. Kehilangan berat akibat abrasi 500 putaran

(AASHO-T96) maksimum 40%.
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6. Partikel-partikel tipis (partikel lebih dari 1” dengan
ketebalan kurang dari 1/5 panjang) maksimum 5%
7. Bagian-bagian batu yang lunak(ASTM C-235)
maksimum 5
Bila base harus diletakkan pada lapisan sub base maka
permukaan sub base harus sudah selesai dikerjakan.
Pemadatan material base harus mencapai 95% dengan nilai
CBR sebesar 70% dari tes laboratorium seperti yang
disyaratkan dalam AASHO-T180, Method D.
Tes kepadatan di lapangan harus sesuai dengan AASHO-

T90 dengan frekuensi tes sesuai dengan petunjuk Direksi.

3. Prime Coat

Prime coat adalah suatu pekerjaan melapisi base course
dengan aspal concrete (laston) dengan menggunakan
bitumen

Tipe dan tingkat material prime coat adalah medium curing
cut back sesuai dengan AASHO TM-B2.

Pemakaian bitumen material dapat dihampar dengan
distributor pressure pada temperature 43°C-85°C, dengan
pemakaian antara 0,41 sampai 1,21 liter/m?

Untuk memeriksa jumlah prime coat yang telah
dihamparkan dapat dilakukan sebagai berikut : kertas
karton 50 x 50 cm? yang telah ditimbang diletakkan pada
permukaan base course dan dihamparkan sesuai prosedur
pelaksanaan. Setelah selesai karton itu ditimbang lagi.
Selisih berat dibagi luas karton merupakan jumlah aspal per

satuan luas.
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4. Material campuran harus mempunyai gradasi yang merata dan
memenuhi syarat di bawah ini (AASHO T-29) :
Prosentase berat butir yang
Ukuran Saringan lolos
A B
1" 100 -
3/4" 95-100 100
No.4 56-78 48-92
No.8 27-47 33-53
No.30 13-28 15-30
No.50 9-20 10-20
No0.200 4-8 4-9
Sumber : AASTHO
5. Bahan aspal yang digunakan harus dari tipe MS590 dengan
penetrasi 85-100 dan harus memenuhi syarat yang disebutkan
dalam AASHO.
6. Bahan aspal yang diuji dengan Marshal Test (ASTM D-1559)
hasilnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
e Flow (mm) = maks. 5
e Voids in total mix (%) =4-8
e Voids fulled asphalt = 65-75
7. Pelaksanaan

e Campuaran hanya boleh dihamparkan bila permukaan
benar-benar dalam keadaan kering sekali, temperature pada
tempat terlindung di atas 5%, bila ada tendensi naik di atas
10°C, bila ada tendensi turun bola cuaca tidak turun hujan
atau berkabut dan bila permukaan landasan dalam keadaan
memuaskan.

e Pekerjaan  tidak  boleh  dimulai  bila  alat-alat
pembongkar/truk-truk tripper, alat penghampar, alat perata,
alat penggilas dan buruh tidak memungkinkan untuk

bekerja.
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e Peralatan yang dibutuhkan dibagi dalam peralatan

pencampuran dan peralatan lapangan.

Peralatan pencampur :

1.
2.
3.

Unit pencampur aspal (Asphalt Mixing Plant/AMP)
Shovel Loader

Sekop, pahat dan alat Bantu lainnya

e Setelah adukan dihamparkan, segera permukaan diperiksa

lagi kerataan hamparan dan ketebalannya.

1.
2.

Pemadatan awal (break down rolling)

Dilakukan pada temperature minimum 100°C dengan
tandem roller 2 as atau 3 as bekerja di belakang alat
penghampar dengan lintasan 2-4 kali.

Pemadatan antara (interchange rolling)

Pemadatan segera dilakukan setelah pemadatan awal
selesai dengan menggunakan mesin penggilas roda
karet (pneumatic tire rolling) dengan berat 10-20 ton
dan tekanan angin 70-80 psi.

Pemadatan akhir (finishing rolling) pada waktu
adukan mencapai temperatur 50-70°C dengan alat
tandem roller 2-3 sumbu dari berat minimum 10 ton.
Pemadatan harus dimulai dari tepi bergeser ke tengah
sumbu jalan. Pemadatan dilakukan dari bagian yang

rendah ke bagian tinggi.

e Pengawasan pekerjaan dilakukan tiap tahap pekerjaan

meliputi :

1.
2.

Pekerjaan pencampuran

Kontrol hasil Asphalt Mixing Plant (AMP) yaitu 129-
130°¢

Pekerjaan pemadatan.

Temeratur pemadatan awal 100-120°C, pemadatan
akhir 50-70°C.
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5. Setelah pemadatan akhir harus diperiksa kepadatan
perkerasan dengan sand cone, dimana kepadatan

lapangan 100% kepadatan laboratorium.



